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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan pemerintah daerah dan DPRD harus ada hubungan pekerjaan
yang setara dan kemitraan. kedudukan yang sama, yang dimaksud bahwa di antara
lembaga pemerintah daerah harus memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, dan
harus saling melengkapi, hal ini dapat terlihat saat membuat kebijakan daerah
berupa peraturan daerah. Mitra sekerja dapat di artikan juga bahwa antara
pemerintah daerah juga DPRD sebenarnya semitra se kerja saat membentuk
kebijakan daerah diantara kedua lembaga ini harus membangun suatu hubungan
kerja yang sifatnya saling mendukung untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai
dengan fungsi nya masing — masing tidak bebrarti saling bentrok atau menjadi

mitra yang berlawanan atau menjadi saingan dalam menjalankan setiap fungsi.

Tetapi pada nyatanya, sinergi tersebut tidaklah berjalan dengan baik dan
sempurna, persamaan hubungan sering diartikan berbeda, yang bisa membuat
fungsi dan wewenang dewan berkurang. Misalnya, masih banyak produk
peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah dan tidak
berasal dari DPRD. Sedangkan jika kita melihat pada pasal 95 ayat 1 tentang
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 ditekankan bahwa *“ DPRD
berwenang memberntuk peraturan daerah *“. Berarti bahwa * leading sector “
pembuatan peraturan daerah ada pada genggaman DPRD, tidak terkecuali mereka
yang terkait dengan * bargaining posisition “ pada bahasan APBD, DPRD masih
pada tempat cukup lemah. Sering terjadi daftar peraturan daerah APBD selalu
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diberikan pada dewan kurun waktu sangatlah singkat. Jadi sangatlah susah untuk
dewan berhati-hati dalam menunjai daftar substansi. Pada contoh yang kita sebut,
kalau melihat aspek anggaran yang di miliki dewan sangat tidak seimbang jika di
bandingkan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk
memjalankan fungsinya dengan baik dewan tidak memiliki otonomisasi
pengangaran yang dapat mengoptimalka kinerja dewan. Jadi tidak asing kalau
sering muncul “ rumor “ jika DPRD hanyalah “ ruber stamp “ yang mengesahkan

seluruh kebijakan publik. Moh Mahfrud, (1993, 72).

Bahwa tujuan peraturan daerah untuk mengatur hidup bersama,
melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan
dan tata tertib didaerah yang bersangkutan. Peraturan daerah menjadi sarana
demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan
masyarakat.Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan
rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan

melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

Berdasarkan penegasan tersebut, DPRD harus dapat memberikan dukungan
kepada  Pemerintah  Daerah  yang  efektif dalam  penyelenggaraan
pemerintahan.Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah suka atau
tidak suka dibutuhkan dukungan DPRD agar tercipta pemerintahan daerah yang

stabil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Pembentukan peraturan daerah juga merupakan manifestasi kewenangan
yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya Dalam pembentukannya telah
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ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ
pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat
dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta
keterbukaan.Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.Adapun menurut UU No 12 Tahun 2011
bahwa yang dimaksud dengan peraturan daerah ialah peraturan perundang-undang
yang dibentuk oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupai/Walikota.

Poin penting dari penguatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan
daerah (perda) yang telah dibuat, agar sejalan dengan UUD Negara Republik
Indonesia 1945 dan Pancasila. Jika ini lalai dilaksanakan, maka akan muncul
persoalan di kemudian hari, Yang sangat relevan saat ini adalah, peran dari
Bapemperda itu dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap
peraturan. Ini menjadi penting, Karena seringkali kita dengar peraturan daerah
yang bermasalah itu, berpangkal dari kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi
yang dilakukan oleh Bapemperda. Sinkronisasi itu vertikal sampai UUD 1945,
sehingga jangan sampai ada Perda-Perda yang bertentangan dengan sila-sila

Pancasila. ( 2016 Sekretariat Jendral DPR RI. go.id)

Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkordinasi, secara formal
telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui, meliputi proses
perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan
pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ

pembentukan perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat
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membutuhkan kajian mendalam. Dalam proses perencanaan perlu diketahui
bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan

naskah akademik.

Fenomena yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat terlontar suara
dan pendapat tentang lembaga perwakilan ini bernada skeptic akan realistis fungsi
dan peranannya yang belum efektif, dalam arti dalam pelaksanaan fungsinya
DPRD hanya terfokus pada fungsi pengawasan dan mengabaikan fungsi lainnya
yaitu fungsi pembuatan pembuatan peraturan daerah. Dalam menyorot kerja
dewan dalam pelaksanaan fungsi yang didasari pada minimnya jumlah peraturan
daerah yang dihasilkan. Hal ini tidak saja karena perda mudah diketahui khalayak
ramai melalui pengumuman formal yang tercatat dalam lembaran daerah, tetapi
lebih besar artinya adalah bahwa besarnya jumlah perda mencerminkan
kemampuan dan efektifitas penggunaan kekuasaan otonom daerah yang

ditugaskan oleh badan legislative daerah.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di DPRD sumatera utara salah
satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah membentuk peraturan daerah yang
dilakukan oleh Badan Pembentuuk perda (BAPEMPERDA). Bapemperda adalah
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna
DPRD, dimana susunan anggota bapemperda dibentuk pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Dan dibentuk agar memudahkan
DPRD atau mendorong percepatan pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
Bagaimana Bapemperda menjalankan tugasnya dan tantangan yang dihadapinya

selama proses perencanaan, penyusunan, pembahasan Raperda akan berpengaruh
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terhadap jenis program kebijakan yang akan dibuat di DPRD hingga produksi

Perda. ( LBR ginting, jurnal.repository.ugm.ac.id).

Berdasarkan data yang ada di BAPEMPERDA sumatera utara terdiri dari
20 anggota pada priode 2019 — 2021, menurut pengamatan yang dilakukan dalam
pembentukan peraturan daerah masih ditemui penghambat yaitu Faktor
pendidikan (SDM), hasil pemilihan anggota DPRD yang masih belum sesuai dari
harapan, karena dari 20 orang yang memiliki kualifikasi sarjana (S1) ada beberapa
yang masih berpendidikan SMA, dan tidak semua berpendidikan dibidang hukum.
Sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap kompetensi anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor penguasaan data informasi sudah
memberikan dukungan yang maksimal, meskipun masih ada kendala yang terjadi
yang membuat kinerja Bapemperda kurang optimal. Hal ini menjadi pendukung
dalam pembentukan perda, dengan lengkapnya data dan informasi yang valid.
Faktor pengalaman, faktor tersebut yang dimiliki anggota DPRD berpengaruh
terhadap penyususnan Ranperda. karena dalam masa penyesuaian dikarenakan
rata — rata S1 maka masa pembelejaran dan penyesuaian akan lebih cepat. Juga
beberapa masalah yang masih terjadi yaitu kurangnya perhatian anggota serta
pemimpin daerah dalam mengambil andil pembuatan perda, dibuktikan dengan
beberapa perda yang masih terbengkalai, sehingga masih ada daerah yang menanti
natikan perda yang akan di bentuk. Yang kerap kali terjadi dilapanga yaitu terlalu
banyak dan sering aggota serta partai melakukan kunjungan kerja tanpa
menyelesaikan terlebih dahulu yang di awal dan terpenting, Sehingga perda

mengalami kemacetan di Bapemperda.
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Hal tersebut menyebabkan untuk sementara ini kinerja DPRD sumatera utara
masih bisa dikatakan kurang optimal dalam membentuk peraturan daerah maka

diperlukan peningkatan kinerja DPRD yang maksimal.

Menurut Alfian dalam (Pratiwi, 2019) ada dua faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sehingga belum dapat berjalan dengan
optimal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari
kualitas anggota DPRD, tenaga ahli, mekanisme kerja, peraturan tata tertib dan
data dan informasi sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan sistem

politik, budaya politik dan media.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian mengenai “Analisis
Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Sumatera

Utara “.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja Bapemperda DPRD Sumatera Utara dalam
Membentuk Perda?
2. Faktor penghambat serta pendukung kinerja Bapemperda DPRD

Sumatera Utara dalam Membentuk Perda?

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accgpted 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22



AnaRisky Rolita Pasaribu - Analisis Kinerja BAPEMPERDA dalam Pembuatan Peraturan....

1.3 Tujuan penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kinerja Bapemperda DPRD di Sumatera
Utara dalam membuat Perda.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta
Pendukung dalam pembentukan perda oleh Bapemperda di Sumatera
Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan tentang Administrasi Publik serta bisa memberikan kontribusi dalam
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peran BAPEMPERDA

dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama

mengikuti perkuliahan dengan membandingkan pada fakta dilapangan.

b) Bagi Civitis Akademika
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Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan serta
pengetahuan bagi kalangan akademis, mengenai peran BAPEMPERDA
dalam pembentukan Peraturan Daerah khususnya di Sumatera Utara, serta

bisa menjadi acuan pada peneliti selanjutnya yang sejenis.

c) Bagi Bapemperda DPRD Sumatera Utara

Hasil penelitian ini di harapkan akan dapat menjadi bahan dalam
mempertahankan serta meningkatkan efektivitas kinerja Bapemperda

DPRD Sumatera Utara.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 konsep dan teori perwakilan

Dalam aturan politik modern sekarang ini hal yang paling perlu
didiskusikan serta di teraokan adalah perwakilan politik. Yang menjadi
pertimbangan yaitu terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam
memutuskan tentang banyak hal secara langsung yang menyangkut keluasan
wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan.

Hal yang dilakukan untuk mendukung system itu terjadi, sangat di
perlukan perwakilan politik yang sangat memadai, yang adil juga yang berpihak
terhadap masyarakat. Agar kemauan dan keinginan masyarakat, serta segala
aspirasi dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik maka perwakilan
politik sangat diperlukan. Yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer
yaitu lembaga legislatif harus mampu menunjukkan diri dengan keberadaan
lembaga eksekutif. Pada system parlementer dan system presidensial merupakan
pilihan masing — masing Negara untuk memilih yang lebih pas dan adil bagi
semua. Tetapi keberadaan lembaga legislatif tetap mencerminkan arti perwakilan
yang di inginkan, baik berdasarkan wilayahnya, suku, etnis, agama ataupun
berdasarkan ikatan kekeluargaan yang lain. Diartikan bahwa konsep perwakilan
haruslah menggambarkan suara masyarakat sepenuhnya.

Menjadi lembaga politik yang kekinian, lembaga legislative haruslah
mampu bertanggung jawab dalam bekerja yang di dasari organisasi serta fungsi

yang sudah jelas. Maka dari itu kegunaan lembaga legislative diharapkan mampu
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menngatasi tantangan dan keperluan masyarakatnya secara meluas. Maka
hubungan diantara yang mewakili dan yang terwakilkan sangat penting supaya
keputusan yang dibuat tetpat sasaran atau tepat guna. Seiring perubahan politik
yang kerap kali terjadi, sesungguhnya lembaga legislatif diminta agar terus
melihat dan meninjau aspek hubungan dengan konstituen terutama ketika melihat
benarkah wakil rakyat yang telah dipilih bisa melakukan tanggung jawabnya

untuk rakyat.

Secara teoritis, lembaga memiliki konteks perwakilan yang dimulai pada
bagaimana perkembangannya di masyarakat yang dapat dilihat semakin maju.
Pada perkelompokan masyarakat yang semakin besar, diperlukan organisasi
masyarakat, yang fungsinya agar dapat melindungi masyarakat serta mengatur
masyarakat itu sendiri. Jika dilihat sifat dari lembaga perwakilan jika seseorang
duduk dalam lembaga perwakilan yang melalui pemilihan umum, tetap sifat
perwakilannya dikatakan sebagai perwakilan politik (political represetation).
Maka dari itu jika yang bersangkutan menjadi anggota lembaga perwakilan
melalui pemilihan umum apapun tugas yang dilakuannya di lingkungan
masyarakat tetap akan di sebut perwakilan politik. Pada kelembagaan Negara
bukan hanya saja memiliki sifat namun juga memiliki fungsi. Latief, Abdul,

ui.ac.id. press 103,54)

Yang menjadi fungsi lemabga perwakilan adalah:

a) Fungsi perundang-undangan;
b) Fungsi pengawasan;

¢) Sarana pendidikan politik.
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Dalam kelembagaan perwakilan sangat kita kenal, lembaga yang menjadi
tempat sarana masyarakat untuk mengaungkapkan segala aspirasinya, sehingga
perwakilan pada lembaga dipenuhi dengan rakyat yang hidup dinegara itu juga.
Rakyat di unjuk untuk menjadi perwakilan untuk menjalankan kekuasaan dan
pemerintahan Negara. Untuk mengetahui konsep demokrasi yang sering di
katakan dari rakyat itu sendiri dan untuk rakyat itu sendiri. Maka itulah yang
menjadi dasar mengapa rakyat dipilih menjadi wakil untuk menjalankan
kekuasaan serta pemerintahan Negara dan dengan di bentuknya lembaga
perwakilan itu.
untuk menjadi penampung atau sebagai wadah untuk masyarakat dalam
mengeluarkan aspirasi dan memberikan suatu saran apa yang diperlukan
masyarakat untuk memenuhi kebutuh masyarakat, maka lembaga perwakilan
adalah menjadi tempat yang tepat. Sehingga tidak hanya Negara yang sejahtera
namun yang menjadi rakyat di Negara itupun akan sejahtera dan di untungkan.
Sebagai contoh Indonesia serta Filipina memiliki lembaga yang system
perwakilan yang digunakan adalah perwakilan dua kamar. Yang jika di artikan
bahwa dalam satu badan terdiri dari dua unsur yang sama menjalankan seluruh
kewenangan badan perwakilan. Tempat dari dua unsur tersebut di Negara
Indonesia bisa dikatakan sebagai lembaga perwakilan, dan di Filipina sendiri

disebut (congress).
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Sedangakan di Indonesia lembaga perwakilan memiliki tugas dan fungsi

wewenang sebagai berikut :

a) MPR, ( majelis perusyawaratan rakyat)
UUD 1945 pasal 2 MPR juga merupakan lembaga perwakilan
rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan telah di atur
lebih lanjut dalam UU, yang beranggotakan DPR serta DPD.
b) DPR (dewan perwakilan rakyat )
DPR dipilih juga melalui pemilihan umum, yang terdiri dari partai
politik. DPR juga lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut : membuat UU, membahas
serta memberikan persetujuan peraturan UU yang diganti,
menerima serta membahas usulan rancangan UU yang telah di
ajukan DPD, memninjau APBN, dan masih banyak lagi. .
c) DPD (dewan perwakilan daerah)
DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang kedudukannya
sebagai lemabaga Negara yang terdiri dari eakil daerah provinsi
yang juga dipilth melalui pemilihan umum. Wewenang dan
kekuasaan DPD bisa membuat pengajuan terhadap DPR mengenai
RUU yang juga berhubungan dengan otonomi daerah.
Menurut teori Montesquieu pemikiran untuk menghindar dari kekuasaan
absolute di suatu Negara, maka Montesquieu berpendapat untuk menciptakan
tegak nya Negara demokrasi, diperlukan pemisahan kekuasaan Negara ke dalam

bentuk organ.
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Diambil dari buku dasar ilmu pemerintahan oleh titin rohayatin, konsep yang
dikemukakan oleh Montesquieu dikatakan bahwa hubungan luar negri yang
termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini juga mencakup perubahan
dinamika politik yang mengikutinya. Pada dasarnya hanya berbentuk sebuah
komisi sementara yang di sebut KNIP yang berubah menjadi DPR, MPR yang
mengalami berbagai priode politik yang beda — beda. Dapat diartikan lembaga
legislatif di Indonesia adalah elemen yang tak bisa dipisahkan dari politik
Indonesia yang sering berubah, baik dari lembaganya, internal lembaganya, serta

fungsi yang dijalankan sampai bagaimana cara memilih anggotanya.

2.1.1. Jenis- jenis Perwakilan

Berada pada negara yang tata negaranya lebih maju, parlemen
merupakan badan perwakilan yang diperlukan lebih (representative body)
yang jika di artikan anggota lembaga perwakilan merupakan bagian dari
masyarakat atau kelompok yang diwakilkan. Kebanyakan parlemen disebut
sebagai badan atau lembaga perwakilan dikarenakan anggotanya dipilih
langsung oleh rakyatnya. Sehingga anggota yang dipilih diharapkan bisa
menjadi wakil dari rakyat di badan perwakilan masyarakat tersebut.

(Madalena, Bulan skripsi.ac.id 2007).

Dalam pelaksanaan tata negaraan, sering di kenal berapa jenis

perwakilan. Cipto dalam napitupulu mengelompokkan tiga perwakilan:
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a) Perwakilan geografis
Diartikan bahwa seluruh anggota DPR mewakili sluruh rakyatnya
dari setiap daerah maupun dari distrik tertentu. Sehingga yang terjadi
adanya jenis pemilih yaitu konstituen distrik, konstituen primer,
konstituen, serta konstituen pribadai. Setiap anggota selalu membuat
hubungan dengan konstituen ini sehingga pengaruh politiknya sangat

rendah.

b) Perwakilan partai
Partai merupakan jenis perwakilan yang paling mempengaruhi
pada anggota parlemennya yang bergantung pada partai serta partai yang
mengendalikan proses perekrutan anggota juga kegiatan anggota di
parlemen. Biasanya kepentingan partai lebih diutamakan dari pada

kepentingan rakyat nya.

c) Perwakilan kelompok
Anggota yang telah dipilih untuk mewakili dalam bidang tertentu
yang telah didukung oleh masyarakat serta telah memberikan fasilitas
kepada anggota sehingga ia dapat duduk di parlemen. Melewati tahap
lobbying keterlibatan berbagai kepentingan dalam proses legislatif,
banyak produk parlemen yang diarahkan untuk kepentingan /lobbist.
Terkaitnya ini mendorong anggota parlemen untuk memutuskan

perhatiannya pada kepentingan yang diwakilinya.
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2.2. Konsep dan teori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki
kedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. DPRD berkedudukan
sebagai penyelenggara pemerintah daerah menepatkan DPRD sebagai institusi
yang sejajar dengan pemerintah. Pada kedudukan yang sejajar, dewan
perwakilan rakyat bersama dengan kepala daerah melakukan fungsi dan tugas
pemerintah daerah yang meliputi segala urusan sesuai dengan otonomi dan

tugas pembentukan.

Pada undang — undang 32 tahun 2004, DPRD di reposisi dari badan
legislative daerah menjadi penyelenggara pemerintah daerah. Ini juga di
pertegas pada pasal 40 bahwasanya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Dengan tergesernya kedudukan DPRD dari legislatif daerah menjadi unsur
penyelenggara pemerintah tentu berdasarkan perspektif utama yang dianut

para perumus undang — undang 32 tahun 2004.

Hubungan anatara DPRD dengan pemerintah daerah pada otonomi daerah
sesungguhnya bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, karena dengan melihat
dari fungsi DPRD jelas ditemukan pola hubungan yang sudah terjalin. Dan
jika dilihat juga dari sudut pandang yang lebih ideologis, maka DPRD sebagai
representasi rakyat dan pemerintah daerah yang melakukan tugas pelayanan
publik. Sehingga hubungan dari kedua institusi ini menjadi sebuah keharusan
pada demokrasi. Hubungan yang seimbang antara pemerintah dan pelayanan
publik di daerah dibagi menjadi 3 pola hubungan yaitu, dominasi eksekutif,

dominasi legislative, dan hubungan yang seimbang. Antara legislatif dan
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eksekutif bisa dikatakan memiliki pola hubungan yang ideal jika terjadinya
keseimbangan antara dua lebaga tersebut, pada dasarnya itu tergantung kepada
sistem politik yang hendak dibangun, jika ingin. Dan kebalikannya, jika
sistem politik suatu Negara tidak demokratis maka yang terjadi ada dua
kemungkinan dimana dominasi eksekutif dan dominasi legislative akan

menjadi anarki politik

Dalam demokrasi memilih DPRD ialah melalui pemilihan langsung yang
dipilih oleh rakyt langsung tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan
setelah dipilih menjadi anggota dewan, terlebih dahulu anggota dewan akan
mengambil sumpah sebagai bentuk ketersediaan serta kesiapan dalam
memulai mengemban tugas yang diberikan dari rakyat yang diberikan kepada
anggota dewan atau perwakilan rakyat. DPRD beserta kepala daerah memiliki
suatu hubungan yang linier yang dimana hubungan pengawasan yang dimiliki
baik itu sebagai anggota DPRD maupun DPRD sebagai lembaga. Maka dari
itu DPRD serta lembaga — lembaga yang sudah di bentuk dan pilih harus
mencerminankan pemerintah yang demokratis, dengan tujuan agar dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menyimpang dari norma dan
peraturan UU serta pedoman yang sudah di buat dan di tetapkan bersama atau
yang sudah  digariskan oleh  pemerintah yang lebih  tinggi.

(jurnal,repository.usu.ac.id, Medan,2007).
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2.2.1. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang;:

1) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama.
2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama

dengan kepala daerah.

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,

dan kerjasama internasional didaerah.

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada daerah/wakil
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
DPRprovinsi dan kepadaMenteriDalamNegeri melalui Gubernur bagi
DPRD Kabupaten/kota.

5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan

wakil kepada daerah.

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah.
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9) Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.

10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2.2.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 mengarah kepada oposisi antara kepala daerah dan DPRD

mulai dihindari.

Merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD memiliki
fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintah daerah. Fungsi tersebut
merupakan sungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Bisa dijelaskan jika
fungsi legislaasi merupakan pembentukan perda bersama kepala daerah. Fungsi
anggaran merupakan fungsi yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah
untuk menyusun dan mengetaur APBD. Fungsi pengawasan merupakan fungsi
yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
undang — undang, perda, serta keputusan kepala daerah dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam menajalankan fungsi legislasinya, DPRD berhak untuk membentuk
perda bersama kepala daerah. DPRD menetapkan peraturan daerah guna
kepentingan daerah juga melaksanakan peraturan perundngan yang lebih tunggi
tingkat nya yang pelaksanaannya pun didelegasikan kepala daerah. DPRD
memiliki wewenang dapat membela kepentingan daerahnya serta penduduknya

dihadapan pemerinth pusat dan DPR yang juga berdasarkan sepengetahuan kepala

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accdied 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22



AnaRisky Rolita Pasaribu - Analisis Kinerja BAPEMPERDA dalam Pembuatan Peraturan....

daerah yang bersangkutan. Dan setiap anggota DPRD diberikan hak untuk
mengajukan ranperda. Mengenai persetujuan bersama dan mengenai fungsi
legislasi DPRD bersama gubernur diatur didalam UU 27 tahun 2009. Wewenang
DPRD dalam memberikan persetujuan kepada setiap ranperda bisa diartikan
adanya pemberian kedudukan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan bisa
juga setara kepada DPRD jika berhadapan dengan pemerintah daerah. Yang

dimaksud adalah kesetaraan dan kesederajatan.

Baik disetujui atau pun tidak suatu ranperda oleh DPRD, sesuai dengan
tertib DPRD memalui proses persidngan, bukan hanya ditentukan begitu saja oleh
pimpinan DPRD dengan sendirinya, yang artinya bersama dilakukan sesuai
melauli persidangan bersama. Dan dalam proses tersebut bisa terjadi beberapa

kemungkinan yaitu:

1. Pertama, sesuai peraturan persidangan suatu ranperda disahkan
berdasarkan pemungutan suara dengan dukungan terbanyk yang
memenangkan dukungan versi pementintah daerah.

2. Kedua, keputusan ranperda diambil lewat pemungutan suara yang
memenangkan versi oposisi
Dan dalam hal ini bisa saja terjadi kemungkinan kedua, maka sudah

sewajarnya persetujuan bersama itu dapat di anggap sebagai persetujuan yang
sifatnya institusional walaupun suara yang menang adalah oposisi. Dalam
pelaksanaan anggaran, DPRD diberikan kewenangan untuk membahas dan
memberikan persetujuan ranperda mengenai anggran pendapatan serta belanja

yang diajukan oleh kepala daerah. Dalam menjalankan pengawasan, DPRD
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diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda,

anggran pendaptan, serta belanja daerah.

2.2.3. Hak dan Kewajiban DPRD

Pada pasal 42 UU No. 32 tahun 2014 mengenai hak serta kewajiban
DPRD bahwa hak DPRD terdiri dari interpelasi, angket, serta menyatakan
pendapat. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada
pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara.Selanjut
yang dimaksud dengan Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan
penyelidikan terhadap terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan
strategis.Berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan untuk
pengertian hak menyetakan pendapat merupakan hak DPRD dalam menyatakan
pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa
yang terjadi di tanah air yang disertai dengan solusi untuk menindak lanjuti hak

interpelasi dan hak angket.

Adapun yang berkenaan dengan kewajiban yang harus dimiliki DPRD

adalah:
a) Mengamalkan pancasila
b) Melaksanakan undang — undang dasar Negara Republik Indonesia
dan menaati peraturan perundang — undangan
c¢) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan Negara NKRI
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d) Mendahulikan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan

e) Memperjuangkan peningkatan kesejaahteraan rakyat

f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah

g) Menaati tata tertib dank ode etik

h) Menaati tata tertib dank ode etik

1) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi aduan masyarakat

J) Memberikan tanggung jawab secara moral dan politisi kepada

konstituen didaerah pemilihannya.

2.3. Bapemperda

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk
dalam rapat paripurna DPRD. Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD
yang menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD karena kegiatanya
berkelnjutan untuk menginventariskan berbagai peraturan perundang-
undangan yang ada serta menginvertariskan produk hukum daerah yang harus
dibuat, baik atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatnya maupun atas inisiatif nggota DPRD.

Selanjutnya pada pasal 51 ayat 1-4 PP 16\2010, susunan dan keanggotaan
Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keangotaan DPRD dan
permulaan tahun sidang. Pemilihan keanggotaan Bapemperda ditetapkan
dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota
komisi. Angggota Bapemperda di usulkan masing-masing fraksi.
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Pada pasal 52 PP 16\2010, pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 orang
ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masa jabatan Pimpinan

Bapemperda paling lama dua setengah tahun.

Hadirnya Bapemperda ini tentu mempunyai tujuan dan harapan.
Tujuannya untuk memperkuat fungsi DPRD dibidang pembentukan peraturan
daerah. Harapan tentu muncul dari masyarakat, agar kinerja legislasi DPRD

meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif dengan hadirnya badan tersebut.

2.4. konsep kinerja
Kinerja merupakan hasil yang di capai oleh seseorang ataupun organisasi,
yang sesuai dengan tanggung jawab masing — masing. Dalam mencapai upaya
tujuan orgnisasi yang berhubungan secara legal, yang tidak terdapat larangan
hukum serta sesuai dengan moral dan etika. (Jurnal Sinambela.repository.ac.id

2012:5),

sedangkan menurut (Arsyad, 2004 : 20) kinerja adalah bentuk hasil kerja

yang baik secara kualitas serta kuantitas yang di lihat dari beberapa arah:

1. Sebagai output yang dilihat apa yang telah dihasilkan.
2. Proses, yaitu prosedur yang sudah di laluli serta dinilai seseorang atau
kelompoknya dalam melakukan tugasnya.
3. Aspek kontekstual dengan penilaian kera yang diyinjau dari keahliannya.
Pengertian kinerja atau job performance ialah hasil yang dicapai oleh
seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan itu. Maier (dalam Inu
Kencana 1965) kinerja (job performance) adalah kesuksesan seseorang di dalam
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melaksanakan suatu pekerjaan Lawler dan Porter (dalam As*ad 1995: 48) level of
performance adalah “succesful role achievment” dari yang di raih oleh seseorang
dari yang dilakukannya. yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Sedangkan
pendapat Vroom dalam minner 2001 level of performance yaitu tingkat seberapa
jauh dan menurut Vroom dalam Minner 2001 level of performance ialah dimana
tingkat keberhasilan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam
perkerjaannya. Dan menurut pendapat shadly (1980:18) dalam mencapai tujuan
diperlukan kinerja yang baik dan tepat. Usaha dan kerja bisa dikatakan berhasil
dan efektif jika usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan jika sudah

mendekati kepastian.

Dalam Mohamad mahsun 2006:25 memiliki pengertian : “Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. Dari beberapa pngertian yang
telah di dibuat oleh para ahli, maka dari itu diperoleh sebuah kesimpulan
bahwasanya suatu pekerjaan bisa dikatakan efektif maka proses yang di lakukan
harus sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pekerjaan yang terkadang banyak akan
memakan biaya serta waktu dan juga hasilnya kurang memuaskan itu berarti

belum layak dikatakan suatu pekerjaan yang efektif.

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan konsep
yang menjadi penilaian organisasi pemerintahan menjadi jelas. Mengikuti Teori
Lenvine (1990), ada 3 (tiga) untuk menilai kinerja organisasi pemerintahan publik

yakni ;
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2. Responsivitas

Jika melihat dari tujuan lembaga yang di anggap penyambung aspirasi
daerah yang dapat melaksanakan fungsinya serta memberikan pelayanan dari
tugas yang telah diberikan, kemampuan guna mengetahui kebutuhan
masyarakatnya, menyusun agenda serta pelayanan yang diutamakan,
mengenbangkan program pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan
serta kebutuhan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari tingkat keefektifan
terkhusus fungsi legislasi serta pengawasan yang dimulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pelaporan dikarenakan DPRD
memiliki wewenang membuat arah serta kebijakan umum APBD bahkan

merupakan hasil rancangan (inisiatif).

b. Responsibilitas
Memperjelas apa pelaksanaan kegiatan organisasi public yang jika
dilakukan sesuai pada prinsip — prinsip administrasi yang benar ataupun

sesuai pada kebijakan organisasi yang baik secara esplisit ataupun implicit.

c. Akuntabilitas Publik

Merujuk pada berapa luas pengaruh kebijakan serta kegiatan organisasi
public yang tunduk pada pejabat public yang telah dipilih oleh rakyat dengan
harapan akan menampung keinginan masyarakat. Penilaian kinerja organisasi
public tidak bisa hanya diliht dari ukuran internal saja dari yang telah
dikembangkan oleh organisasipublik ataupun pemetintah, seperti pencapaian
pada target, baiknya jika kinerja bisa dinilai dari dari ukuran eksternal, seperti

nilai dan norm yang berlaku dalam masyarakat. Sebuah kegiatan organisasi
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public mempunyai akuntabilitas yang cukup tinggi jika kegiatannya di
anggap benar serta sesuai pada nilai dan norma yang sedang berkembang

pada masyarakat.

Dengan demikian, tingkat keberhasilan dan hasil kinerja seseorang atau
organisasi secara keseluruhan sepanjang priode yang telah ditentukan dalam
melaksanakan tugas dan telah dibandingkan dari berbagai kemungkinan, seperti
standar hasil kinerja, target dan sasaran serta criteria yang sudah di tentukan

diawal dan telah disepakati.

2.5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah
pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

2.5.1. Dasar Hukum Peraturan Daerah
Tentang peraturan daerah yang di muat dalam ketentuan pasal 1
angka 10 UU nomo 32 tahun 2004 adalah peraturan daerah provinsi atau
peraturan daerah kabupaten kota. Lebih lanjut mengenai peraturan daerah

ini diatur pada pasal 136 sampai pasal 149 UUNo. 32 tahun 2004. Perda

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accgifed 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22



AnaRisky Rolita Pasaribu - Analisis Kinerja BAPEMPERDA dalam Pembuatan Peraturan....

dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonom
daerah dalam NKRIL

Adanya peraturan daerah merupakan wujud dari ketentuan
kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan daerah selain yang diatur
dengan UU dan harus diatur lebih lanjut dengan perda. Berhubungan
dengan wewenang membentuk perda telah ditegaskan pada UU No. 32
tahun 2004 pasal 42 ayat 1 huruf a bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan
wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama". Kemudian ditegaskan kembali pada UU
No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD provinsi yang
memiliki tugas serta wewenang membentuk perda provinsi bersama
Gubernur. Memberikan serta membahas persetujuan rancangan perda
mengenai anggaran pendapatan serta belanja daerah provinsi yang
diajukan oleh Gubernur. Kewenangan DPRD kabupaten/kota sendiri
kembali dipertegas pada pasal 344 ditentukan :DPRD kabupaten/kota
memiliki tugas serta wewenng, membentuk perda kabupaten/kota bersama
bupati/walikota untuk membahas serta memberikan persetujuan
rancangan perda mengenai anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten/kota yang telah di ajukan oleh bupati/walokota, (Rosjidi
Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,

Bandung, 1998, hal. 23).
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2.6. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah upaya yang dilakukan oleh perneliti untuk mencari
perbandingan untuk menemukan ispirasi baru serta memperkaya teori yang akan
digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai referensi bahan kajian pada
penelitian peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait

dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Ipik Permana, Wasidi, yang berjudul “Evaluasi Kinerja DPRD dalam
pembuatan peraturan (studi tentang pembuatan peraturan daah di DPRD
kabupaten Brebes 2014 — 2019)”. Metode penelitian Tesis ini adalah
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian
dapat di simpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Brebes dalam proses
pembuatan rancangan ini peraturan daerah belum berjalan dengan efektif

dan optimal.

2. Arifuddin M, dengan judul “Implementasi fungsi legilasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada pembentukan peraturan daerah, 2020.”
Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normative,
dimana fokus penelitiannya adalah pada bahan — bahan pustaka. Hasil
penelitiannya adalah DPRD dalam pembentukan peraturan daerah telah
mengacu pada PPNo. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan
peraturan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Akan tetapi
masih banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak
inisiatifnya serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan naskah

akademik dan rancangan perda masih belum memadai.
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3. Ishak, yang di ambil dari judul skripsi “Analisis Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palu dalam pembuatan peraturan daerah (studi kasus
peraturan daerah tentang pajak daerah”. Metode penelitian yang di
gunakan padaskripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian nya adalah DPRD kota Palu hingga saat ini belum menunjukkan
suatu kinerja yang cukup optimal dan cukup berkualitas, dengan kata lain

kualitas kinerja yang masih rendah.

4. Eva Krisnawati, yang di ambil dari skripsi dengan judul “Pembentukan
Perda adat pada program pembentukan peraturan daerah”. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative atau
pendekatan peraturan. Dan hasil penelitiannya adalah terwujudnya
masyarakar sipil yang kuat dan berpengaruh dalam menegakkan sistem

hukum dan tatanan Negara hukum yang demokratis.

5. Novianti Carolina, yang di ambil dari tesis dengan judul “Implementasi
peraturan daerah kotaYogyakarta N0.4 tahun 2010 tentang penyelenggarai
(studi kasus pada penyelenggaraan pariwisata di sepanjang jalan
Malioboro kota Yogyakarta). Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah dengan bertumpu
pada kekuatan dan keunggulan pariwisata local serta mampu
memperkokoh jati diri, memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat,
serta dapat menjadi lokomotif pembangunan kota Yogyakarta secara

menyeluruh.
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2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang Kinerja BAPEMPERDA Sumatera Utara dalam
membuat peraturan daerah merupakan suati kajian untuk mengetahui kinerja
DPRD yang di bantu Oleh Bapemperda dalam melaksanakan fungsinya dalam
membuat Peraturan Daerah. Adapun teknik pengumulan data yang dilakukan
dengan cara penelitian, wawancara, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan
dengan cara studi literature dan dokumentasi. Sedangkan data-data yang ada di
penelitian ini diolah secara deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang
memberikan gambaran atau uraian dari sisi Responsivitas, Responsibilitas, dan

akuntabilitas sebagaimana pendapat Lenvine Dalam Agus Dwiyanto (2006:144)

Untuk menilai kualitas kinerja sebuah lembaga dapat dilihat dan

ditentutakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

a. Kecepatan

b. Ketepatan

c. Kejelasan

d. Tindak lanjut

e. Daya tanggap

f. Produktif

g. Ketetapan waktu
h. Disiplin kerja

Adapun kerangka kerangka pemikiran penelitian yang difambarkan oleh

penulis adalah sebagai berikut :
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2.6.Gambar Kerangka Pemikiran

Undang- undang Nomor 12 tahun 2011, tentang
pembentukan peraturan perundang - undangan

l

Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan
Peraturan Daerah di DPRD Sumatera Utara

l

fLenvine (1990) menegaskan bahwa dalam mengukur\
kinerja faktor — faktor yang mempengaruhi kualitas

kinerja diantaraya :

- Renponsivitas
- Responsibilitas
- Akuntabilitas

. J
I

Faktor penghambat serta pendukung dalam
pembuatan perda
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis peneilitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitaian
deskriptif dengn pendekatan kualitatif. Metode deksriptif ialah metode penelitian
yang terputas pada masalah — masalah atau fenomena yang ada pada saat
penelitian dilaksankan, kemudia menggambarkan fakta mengenai masalah yang

diteliti sebagaimana adanya dengan interprestasi.

Sugiyono (2015:1) mengemukakan penelitian merupakan cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mulyatiningsih
(2011:1) juga mengemukakan penelitian ialah sebuah cara untuk menemukan
jawaban dari pertanyaan ataupun rumusan masalan dengn menggunakan prosedur
yang sistematis dan ilmiah. .

Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif kualitatif
adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variable mandiri.
Baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan
antara variable satu dengan variable lain.

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:6) penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai
(diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari

kuantifikasi (pengukuran).
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada DPRD Sumatera Utara Jalan

Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,

Sumatera Utara dan peneliti melakukan penelitian dari bulan Februari - April

Mei
2022

Agus
tus
2022

2022:
Tabel. 3.1 Rencana Penelitian
No | Uraian Okt | Nov | Des |Jan | Feb | Mar | Apr
Kegiatan 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
1 | Pengajuan
Judul
2 | Bimbingan
Proposal
3 | Seminar
Proposal
4 | Data
Penelitian
5 | Seminar
Hasil
6 | Perbaikan
Skripsi
7 | Sidang

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam

pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) orang yang

memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain mengenai suatu

kejadian atau suatu hal kepada penelii atau pewawancara secara mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu :
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a. Informan Kunci
Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang
memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang
diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini
adalah ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara Bapak Thomas Dachi
SH serta Staf Ahli Ibu Syaravina Lubis, SH.M.Sc. Staf Ahli Bagian
Peraturan perundang undangan daerah.
b. Informan Utama
Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama ialah seseorang yang
lebih mengetahui secara detail dan tekins megenai masalah penelitian yang
akan di kaji. Disini yang menjadi informan dalam penelitian saya adalah
kepala Bagian Bantuan Hukum Drs.M.H Yunus, SH,SE,MM.
c. Informan Tambahan
Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan adalah seseorang
yang bisa memberikan informasi tambahan atau pelengkap analisis dan
pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan
dalam penelitian ini adalah Bapak Qodirun, SH, MH. Sub Bagian
Dokumentasi Hukum.
3.4 Teknik pengeumpulan data
Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti membahas dan menyusun
menggunakan data dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang ada
dalam instansi peneltian.
Berdasarkan judul yang dipakai peneliti di atas, penulis memperoleh data

dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
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1. Kepustakaan (Library).
Penulis telah membaca beberapa literature yaitu buku ilmiah, perundang —
undangan, juga sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perda.
2. Lapangan ( field)
Yang merupakan cara mengumpulkan data dengan cara datang langsung
ke lokasi penelitian yang terdiri dari data, gambar,
3. Pengamatan (observasi),
Merupakan pengamatan langsung objek penelitian, pada hal ini anggota
DPRD serta Bapemperda Sumatera Utara
4. Metode wawancara (interview),
Dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang
terkait serta mempunyai relevansi menyangkut masalah penelitian
3.5 Metode analisis data
Teknik analisis data yang di pakai oleh peneliti disesuaikan pada metode
penelitian ini ialah memakai teknik analisa data secara kualitatif, dengan
mengumpulkan data yang berhubungan pada objek penelitian agar dapat
memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang akan di teliti sehingga
pada kesimpulan akan mendapatkan hasil penelitian.
Dalam penelitian ini, dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode
model Miles dan Huberman:
a. Model pengumpulan data (data collection) adalah tahap dalam
menerima data beserta informasi. Dalam mengumpulkan data ini
dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi serta

trigulasi.
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b. Model mereduksi data (data reduction ) adalah tahap merakum,
memilih hal yang penting atau pokok, memfokuskan kepada hal
yang perlu, dengan mencari tema dan polanya dan menyisihkan hal
— hal yang tidak pentingnya. Dengan tahap ini reduksi ini akan
memberikan gambaran yang jelas, yang juga memberikan
kemudahan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

c. Model pennyajian data (data display) pada penelitian kualitatif,
penyajian data yang dapat dilaksanakan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Menurut Miles dan Huberman (1984) mengatakan bahwa yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Dalam menarik kesimpulan dan verifikasi maka tahap berikutnya
dalam menganalisis data kualitatif menurut ahli yaitu Miles dan
Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada
kesimpulan awal yang dibahas diatas masih bersifat sementara, dah
bisa berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dalam
mendukung pada tahap mengumpulkan data selanjutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
kelapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accgfyed 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22



AnaRisky Rolita Pasaribu - Analisis Kinerja BAPEMPERDA dalam Pembuatan Peraturan....

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah

penelitian berada dilapangan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh

kesimpulan bahwa:

5. Berdasarkan teori yang digunakan peneliti dalam mengukur kualitas
kinerja Bapemperda Sumatera Utara dari tiga indikator antara lain yaitu
Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabiltas .

a. Indikator Responsivitas yang terdiri dari kecepatan, ketepatan,
kejelasan, dan tindak lanjut, sesuai dengan metode penelitian yang
digunakan oleh peneliti indikator Responsivitas ini sudah
diterapkan dan terbukti dilakukan oleh Bapemperda Sumatera
Utara. Dengan didukung perda perda yang dihasilkan oleh
Bapemperda Selama masa penjabatan yang sekarang, meskipun
masih ada beberapa kekurangan kekurangan yang terjadi saat
membuat Ranperda. Responsivitas Bapemperda dalam bekerja
dalam mengemban tanggung jawab membuat perda masih
memiliki kekurangan namun Bapemperda Sumatera Utara
berusaha menunjukkan ketapatan serta kejelasan dalam membuat
perda terhadap masyarakat dan pemerintah sehingga diharapkan
agar Bapemperda meningkatka lagi kualitas kerja guna untuk

daerah yang semakin maju dan teratur.
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b. Indikator Responsibilitas yang mempunyai indikator daya tanggap,
produktif, ketetapan waktu,disiplin kerja, sesuai dengan metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti, indikator ini sudah
diterapkan di BapemperdaSumatera Utara, baik itu dalam
lingkungan antar pegawai, anggota serta para pemimpin.
Kemampuan yang dimiliki Bapemperda dalam bekerja didukung
dengan pengalaman pengalaman serta pendidikan yang memadai,
sehingga memapukan Bapemperda bekerja dengan cukup baik,
meskipun asih ada pegawai yang lalai serta tidak displin namun
pemimpin selalu memberikan edukasi serta arahan kepada pegawai
yang kurang bertanggung jawab. Sehingga tidak diragukan lagi
bahwa kinerja Bapemperda sudah mendekati dan berjalan sesuai
dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

c. Indikator Akuntabilitas yang Bapemperda Sumatera Utara sudah
berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat ketika Bapemperda
membuat dan mengharmonisasikan Ranperda yang selalu
mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan pemerintah saja,
serta tanggung jawab kepada masyarakat sudah baik, karena peran
Bapemperda terhadap pembuatan perda di Sumatera Utara
sangatlah berpengaruh besar, dikarenakan Bapemperda memiliki
tanggung jawab penuh dalam mebuat, merancang perda untuk
setiap daerah, namun tanggung jawab Bapemperda juga harus
sesuai dengan arahan dari setiap pemimpin atau fraksi yang

meninjau langsung kelapangan atau kedaerah, sehingga
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Bapemperda bekerja harus sesuai Tupoksi dan arahan pimpinan
tertinggi tanpa menyalahi jabatan yang diberikan. pada intinya
Bapemperda dan DPRD Sumatera Utara berusaha menarik hati
masyarakat dengan selalu mendengarkan suara dan mendahulukan
kepentingan masyarakat baru kepentingan pemerintah.

6. Faktor pendukung dan penghambat pembuatan Ranpeda dan Perda di
DPRD Sumatera Utara adalah ketersediaan alat-alat tulis, komputer dan
print yang mendukung berjalannya kelangsungan dan kecepatan
Bapemperda dalam menyiapkan kepentingan dalam mengurus hal-hal
mengenai Ranperda dan perda yang di bahas dalam setiap rapat, juga
pendukung lainnya adalah motivasi atau komunikasi yang tetap terjalin
baik bagi setiap Anggota pegawai dan pimpinan Bapemperda Sumatera
Utara yang terjalin dengan sangat baik, sehingga kestabilan berpikir dan
aspirasi selalu diutarakan jika ada masalah dan kesulitan yang di alamai.
Dan penghambat pembentukan perda yaitu kecukupan atau ketersediaan
para pimpinan dan anggota yang ikut membahas Ranperda dan perda yang
akan di bahas di dalam sebuah rapat, dikarenakan kesibukan dalam hal
berkunjung kesetiap daerah langsung sehingga membuat beberapa Perda di
tunda dibahas dalam rapat, namun Bapemperda dengan mudah mengatasi
yaitu dengan memberikan himbauan agar menyempatkan waktu seharian
penuh untuk membahas beberapa Ranperda dan Perda yang tertinggal.

Sehingg kinerja Bapemperda dan DPRD tetap berjalan optimal dan baik.
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5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Bapemperda

Sumatera Utara penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Kepada ketua Bapemperda juga kepada seluruh Anggota, pegawai
Bapemperda Sumatera Utara sebaiknya saling mengingatkan serta
tetap menyadarkan pribadi sendiri bahwa perda yang kita buat dan
susun adalah guna untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah dan
selalu memberikan pelayanan dan respon yang baik kepada
masyarakat dan sesame anggota dan Pimpinan, dan teruslah
bekerja sesuai dengan aturan dan kesadaran akan cinta dan perduli
daerah khususya di Sumatera Utara.

b. Pimpinan DPRD serta Fraksi juga seharusnya lebih juga
meluangkan waktunya untuk membahas perda yang sudah mereka
laporkan kepada DPRD yang dibantu oleh Bapemperda dalam
menyusun dan mengharmonisasikannya, sehingga tidak terjadi
keterlambatan dalam menyusun dan membuat perda, karena bisa
saja menjadi kurang berkualitasnya perda yang dikerjakan dan
diputuskan secara terburu-buru.

c. Bapemperda juga harus selalu mengutamakan kepentingan
masyarakat, tetapi jangan juga mengesampingkan kepentingan
pemerintah, diharapkan agar sama-sama memperhatikan setiap

kepentingan bersama, baik masyarakat dan pemerintahan.
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Nama : Syaravina Lubis, SH, M. Sc
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Jabatan : Staf Ahli
Nama : Qodirun, SH, MH
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Usia : 30 Tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acc8Red 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22





